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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR @1 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALOQ,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2012 sebagai fandasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
2012:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &, periu
menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanje Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11,

12.

13,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana teiah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
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peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577Y;

pPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Peryelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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Menetapkan
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27.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03
Seri E).

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENIABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2012,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1.

2.

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 161,639.396.184,20

b. Dana Perimbangan Rp. 630.131.540.835,00

¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 121.630.890.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 913.401.827.019,20

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 238.269.991.136,40
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 4.500.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 143.330.890.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.600.000.000,00
6) Beianja Bagi Hasil Rp. 54.676.214.070,00



7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 15.210.000.0600,00

8) Belanja Tak Terduga Rp. 5.000.000.000,00

Rp.  466.587.095.206,40

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawal Rp. 36.290.326.512,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 288.109.219.041,80
3) Belanja Modal Rp. 147.415.186.259,00

Rp. 471.814.731.812,80

Jumlah Belanja Rp. 938.401.827.019,20

Surplus/(Defisit) Rp.  (25.000.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 60.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 35.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 25.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai

dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur

h ini dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Gorontalo
\pada tanggal 3 Jhnuari 2012
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
Diundangkan di Gorontalo GUSNAR ISMAIL

pada tanggal 3 Jamuari 2012
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALQ,

ttd

Drs. H. ARFAN ARSYAD, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19571104 198403 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

*,' Ente 20, S.H., M.H.
SiAha Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011



aansanggar@gmail.com
Typewritten text
ttd


